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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim
persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan telah menjalankan
perannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang
– Undang Persaingan Usaha, sebagai lembagai quasi adapun hal – hal yang
telah dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat
di sektor perunggasan adalah:
1. Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
dalam sektor perunggasan dan menangani perkara berkaitan secara
inisiatif sebagai lembaga quasi judicial
2. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha
yang tidak sehat di sektor perunggasan sebagai lembaga quasi eksekutif
B. Saran
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan peran Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan
usaha yang sehat di sektor perunggasan, maka penulis akan memberikan
saran sebagai berikut:
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1. KPPU dalam hal penanganan perkara perlu perluasan wewenang
sehingga kendala – kendala yang selama ini menjadi dilema dalam
penanganan perkara persaingan usaha tidak lagi menjadi hambatan.
2. Tugas KPPU sebagaimana dalam Pasal 35 huruf e Undang – Undang
Persaingan Usaha hendaknya diperluas juga untuk menjangkau pelaku
usaha sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu, sehingga KPPU
dapat mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. KPPU hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam
Pembentukan Perundang – Undangan dan peraturan kebijakan
pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Menetapkan ternak ayam sebagai bagian dalam daftar investasi tertutup
dan menguatkan sendi – sendi perekonomian dan pangan dengan
memasukkan atau menguatkan Badan Usaha Milik Negara dalam sektor
perunggasan.
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